
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan
penyesuaian terhadap kebijakan teknis evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan
Kementerian Perindustrian;
bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun
2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas
Implementasi Sistem- Akuntabilitas Kineija Instansi
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian
sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan
dan kebutuhan hukum serta organisasi, sehingga perlu
dicabut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6
Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kineija
Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Perindustrian;

b.

c.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

2.

3.
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Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018
tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan
Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 44);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1569);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 384);

4.

5.

6.

7.

8.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan ; PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 169) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap
pengundangan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Menteri ini dengan

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 8 Juli 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 401

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

ikementerian Perindustrian
Kepal^Biro Hukum,^ .4-

ft
K

'■'0

'^kanaYbssye Ardianingsih


